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PENC.ATATAN PERKAWINAN
BAGI GOLONGAN PENGHAYAT

Heru Susetyo

-

maupun pakar hukum mmsrkapmya secara ber

beda-beda. Di sisi lain pasa! pida UUNo 1.Ta .
hun 1974 yang mengatur mésalah pencatatan'
perkawinan menimbulkan penéfsiran berganda
Tidak jelas apakah perkawinan golongan pengha-
yat dapat dicatatkan atau tidak. Tulisan berikut
ini mencoba menguraikan dan menganalisa situ- .
asi ketidakpastian hukuri penicatatan peviawinan
bagi para penghayat di Indonesia sekaligus mem-
benkan altemahf pemecahan nmsa!ahnyu .

A Pendahuluan .

Beberapa bulan terakhir ini dunia huku.m Indcme51a disibukkan
oleh polemik berkepanjangan seputar pencatatan perkawman bagl
golongan. penganut aliran kepercayaan, (penghayat) Polemik ini
meéncuat dari penolakan Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Timur
untuk mencatatkan perkawinan pasangan Gumirat Barna Alam
(Gugum) dan Susilawati (Susi). Pasangan penghayat ini menikah pada
\tanggal 1 Oktober 1996 secara adat Sunda tanpa menyertakan prosesi
keagamaan. Permasalahan hmbul ketlka pasangan iniingin mencatat-,
kan perkawman ‘mereka ke KCS, ]akarta r';l'lmur dep’u memper]elas
status hukum perkawman dan stat'us calon anak-anak mereka Kantor

.......

nya perkawman tersebut hdak sah, karena sahnya perkawman adalahl
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150 Hukum-dan Pembangunan

apabila dilakukan menurut hukum agama (berdasarkan pasal 2 ayat
1 UU No. 1 tahun 1974). Penolakan KCS ini berbuntut dilayangkannya
gugatan oleh pasangan tersebut ke PTUN Jakarta. Pada tanggal 14 Juli
PTUN Jakarta memenangkan gugatan ini dengan memutuskanbahwa
KCS Jakarta Timur harus mencatatkan perkawinan tersebut. Sampai
disini ternyata persoalan tetap belum selesai. Timbul pro dan kontra
di antara para penegak hukum, praktisi, akademisi, maupun masya-
rakat amum, -

- Perbedaan sikap dan penafsiran masyarakat terhadap perkawman
penghayat ini adalah refleksi dari’ kehdakpashan terhadap statuis
hukum perkawinan para penghayat Kasus Gugum—Su51 hanya mertt-
pakan klimaks dari perjalanan pan]ang kasus-kasus sebéluminya yang
juga tidak mendapatkan penyelesala.n yang tuntas. Oleh karenanya
masalah pencatatan perkawinan golongan penghayat ini ‘menarik

untuk dikaji demi memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap
akar persoalan.

B. Pencafatah‘Péfka":ﬁhah di kIn"dc’:""n‘és“.ia /

Sebelum berlakunya UU'No. 1 Tahun '1974 tentang Perkawman
dijumpai adanya beraneka ragam peraturan tentang " pericatatan
perkawinan di Indonesia, yaitu:

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa (Stb. 1849 No. 25);

2. Ordonansi Catatan 51p11 urihik goléngan Cina (Stb. 1917 No. 130
_ jo Stb. 1919 No. 81); ,

3. Ordonansi Catatan Sipil untuk goIongan Knsten Indone51a (stb
" . 1933'No. 75 jo. 5tb. 1936 N6. 607); :

4. Ordonan51 Catatan Slpﬂ u.ntuk Perkawman Campuran (Stb 1904
No. 279).

' 'Peraturan-peral-uran di atds merupakan pela.ksanaan pencatatan
dari perkaw:man—perkawman yang dilaksaniakan berdasarkan'keten-
tuan Burgerh}k Wetboek {BW - Stb 1847 No 23) dan Peraturan
Perkanan Campuran (Stb’ 1898 No. 158). " '

‘Pelaksanaan pencatatan perkawinan dan catatan 51p11 (burger].l]k.
stand) pada umuninya adalah ’dldlasarkan pada perbedaan golongan
penduduk sebagaimana yang dipisah- p1sahkan loleh pasal 163°1S.,
sehingga ada catatan s1p11 untuk’ golongan'’ Eropa golongan Timur
Asing (Cina) dan golongan Pribumii (Krister). Setelah negara Repubhk
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Indonesia berdiri, ketentuan-ketentuan ini dipandang tidak pada
tempatnya lagi untuk dipertahankan, sehingga Ketua Presidium Kabi-
net Ampera mengeluarkan instruksi tertanggal 27 Desember 1966 No.
31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman Rl dan Kantor-Kantor
Catatan Sipil di seluruh Indonesia, untuk membuka kantor-kantor
tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hanya dlbedakan antara
warganegara Indonesia dan orang asing,.

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawin-

annya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk atas

dasar ketentuan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk pulau Jawa dan -Madura.
Kemudian melalui UU No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946
dinyatakan berlaku untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.
Ketentuan terakhir yang mengatur pencatatan perkawinan umat Islam
Indonesia terdapat pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.
1 Tahun 1991):
Pasal 5 (1) Agar terjamin kelertiban perkawinan bagi masya-
rakat Islam, setinp perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dila-
" kukan oleh Pegawai Pencatat Nikak sebagaimana
diatur dalam Undang-undang

Setelah berlakupya UU No. 1 ta.hu.n 1974 tentang Perkawinan,
ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang
berbunyi: “Tiap-tiap perkaw:'nan dicatat menvrut ‘peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” Akan halnya peraturan pelaksana mengenai

pencatatan perkawinan diuraikan secara gamblang dalam pasal 3 - 9
PP No. 9 tahun 1975. -

B.1. Status Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam masa-masa pluralisme hukum perkawinan sebelum dite-
tapkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perka-
winan diartikan secara beragam. Ada yang mengarhkan perkawinan
hanya perbuatan keagamaan saja, dan ada pula yang memandangnya
sebagai perbuatan keperdataan saja. Golongan penduduk yang tun-
duk pada Burgerlijk Wetboek (BW) hanya mengakui perkawinan itu
suatu perbuatan keperdataan belaka, yang menganggap acara-acara
keagamaan yang dianutnya hanyalah sekunder dan formalitas belaka,
sehingga oleh karenanya seorang pejabat agama dilarang keras untuk
melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataannya terpe-
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152 Hukum dan Pembangunan

nuhi. Hal demikian berdasarkan pasal 26 BW yang menyatakan
bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam
hubungan keperdataan saja. Demikian pula dengan golongan pendu-
duk yang beragama Islam, perkawinan tetap dipandang sebagai suatu
pérbuatan keagamaan yang prosedur dan tata caranya harus dilaksa-
nakan menurut hukum Islam.!

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperda—
taan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/
didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum
terdaftar, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut
ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan
tata cara agama. Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa
yang dinamakan ‘anak haram perdata’, disamping istilah anak haram
menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana ditinjau sebagai
perbuatan keagamaan, pencatatan perkawinan hanyalah sekedar
memenuhi administrasi perkawinan yang tidak menentukan sah atau
tidaknya.2

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 1946 nikah yang
dilakukan menurutagama Islam diawasioleh Pegawai Pencatat Nikah
yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk
olehnya. Jadi disini fungsi pegawai pencatat nikah hanyalah meng-
awasi pernikahan, dan pernikahan tetap dilakukan sesuai ketentuan
hukum Islam yang tidak mensyaratkan campur tangan seorang
pejabat negara dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan. Peng-
awasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga agar supaya pemi-
kahan-ini betul-betul diselenggarakan menurut ketentuan hukum
Islam. Sehingga oleh karenanya pernikahan yang diselenggarakan di
luar pengawasan dan pengetahuan Pegawai Pencatat Nikah adalah
tetap sah asalkan saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
Islam.? Dikeluarkannya Undang-undang ini tak lain adalah upaya
untuk memberi status hukum terhadap warganegara yang melakukan
perkawinan. Karena dengan menjadikan pencatatan nikah sebagai
syarat pernikahan, maka setiap pernikahan akan memiliki kepastian
hukum di hadapan hukum negara. Perkawinan tersebut dianggap sah

1Abdurrahman, Sedikit temtang Masalzh Pencatalan Perkawinan di [ndonesia dalam Masalak-
Masalah Hukum Perkmpinan di Indonesia (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10. -

bid., hal. 10
3bid., hal. 10.
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Pencatatan Perkawinan 153

di hadapan hukum negara. Dengan demikian status dari anak yang
dilahirkan, hak dan kewajiban suami istri, dan kedudukan harta/
warisan, menjadi kuat pula di hadapan hukum. Perkawinan yang
tidak d1catatkan otomatis berkonsekwensi tidak diakui oleh negara
berikut segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Istri dan
anak tak mendapat perlindungan hukum. Hak istri dan anak tidak
jelas. Tidak ada aturan lainnya yang bisa-melindungi stri dan anak
dari perkawinan yang tidak tercatat.t Bagi pelakunya bahkan dapat
dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat
1) PP No. 9 Tahun.1975, sedangkan bagi petugas pencatatnya dapat

dikenakan sanksi pidana pada PP No. 9 tahu.n 1975, maupun pada
pasal 530 KUHP.5 N

-

C. Aliran Kepercayaan di Indonesia

. Aliran Kepercayaan (Kebatma.n) adalah hasﬂ p1k1r angan—a.ngan
manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan dalam dada
penganuinya dengan membawakan, ritus tertentu, bertu]uan untuk
mengetahui hal-hal yang ghaib, bahkan untuk mencapai persekutuan
dengan apa yang mexeka anggap Tuhan secara perenungan batin,
sehingga dengan demikian menurut pendapatnya mencapai budi
luhur untuk kesempumaan hidup kini- dan mendatang. sesuai
konsepsi sendiri.¢ Kebatinan berbeda dengan agama. Agama bukanlah
hasil pikir dan perenungan manusia. Materi kebatinan sebagai kreasi
manusia belaka mencampuradukkan beberapa kepercayaan, mulai
dari kepercayaan animisme dan dinamisme zaman klasik prasejarah,
ajaran-ajaran dewa dan kepercayaan-kepercayaan kuno, teknik-teknik
yoga, mistik, tasawuf; filsafat, psﬂcologl, bahkan sampai mengambil
hipotesa-hipotesa ilmu dewasa ini, yang dapat menumbuhkan kultus-
kultus individu kepada pemimpin atau pendiri pertama oleh peng-
anutnya Sebagian memang ada kebatinan yang mengambil kete- -
rangan agama, tetap1 bukan sebagai patokan dasar, melamkan sebagal

4*Mereka Berubah Karena Kesulitan”, artikel dalam KOMPAS, 14 Mei 1997, hal. 18.

SHeru Susetyo, Efekh'ﬁl;:s ‘Peneaiatan Perkawinan padn;PasnI 2 ayat (2} LIY No. 1-Tahun 1974,
Skripsi 5-1 Fakultas Hukum Ul, Depok 1996.

Rahnip, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Serolan, (Jakarta : Pustaka Progresil, 1987), hal.
11 - 12,
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154 Hukum dan: Pembangunan

hiasan penarik pemanis kata untuk memperkuat ajaran kebatinannya.”
Prof.-Kamil Kartapradja dalam bukunya ‘Aliran Kebatinan dan
Kepercayaan di Indonesia” (Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997)
menyebutkan bahwa di Indonesm berkembang dua macam ahran
kepercayaan, yaitu:
Aliran Kepercayaan yang bersifat tradisional dan animistis; Alir-
an ini tidak memiliki filosofi dan-mistik. Contohnya adalah:
Perlamin dan Pelbegu di Tapanuli Sumatera Utara, Kaharingan
di kalangan suku-suku Dayak di Kalimantan, Marapu di pulau
Sumba, dan Toani Talang di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.
2. Aliran Kepercayaan yang ajarannya bersumber pada filosofi dan
mistik; Aliran ini lazim disebut kebatinan. Dalam perkembang-
annya aliran ini kemudian menamakan diri Golongan Keperca-
yaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut catatan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa -Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, saat ini terdaftar 245 organisasi kepercayaan yang
tersebar di seluruh pelosok nusantara (Media Indonesia, 3 Agustus
1997). Dr. Wila Chandrawila, pakar hukum perkawinan Universitas
Parahyangan-Bandung, dalam penelitiannya pada tahun 1992 menye-
butkan bahwa jumlah penghayat di Indonesia sekitar 10 juta jiwa
(KOMPAS, 14 Mei 1997). Dari jumlah ini dibedakan atas penghayat
yang beragama dan penghayat yang tak beragama. Sebagian besar
penghayat di Indonesia memeluk salah satu agama.yang diakui di
Indonesia. Sebagian kecilnya memilih tidak beragama. Mereka yang
tidak beragama itu kebanyakan ada di Subang dan‘Kuningan.

Perkembangan aliran kepercayaan saat ini mirip seperti ungkap-
an: hidup segan mati tak mau. KOMPAS edisi 14 Mei 1997 'memberi-
takan betapa sejak Munas terakhir Himpunan Penghayat Kepercayaan
(HPK) di Kaliurang tahun 1989, penghayat dewasa ini seperti ‘ber-
jalan’ sendiri. Pengurus Himpunan tidak banyak mélakukan kegiatan
untuk mengurus anggotanya. Bahkan dapat dikatakan vakum. Peng-
hayat kini tidak terurus, berjalan begitu saja sesuai dengan aktivitas
aliran, paguyuban, atau apapun nama kelompokriya. Tiada lagi yang
menyuarakan kepentingan mereka. Padahal persoalan kian menghim-
pit. Kondisi ini berbeda jauh dengan dasawarsa 70-an dimana peng-

bid., hal. 12,
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Pencatatan Perkawinan - 155

hayat memperoleh ‘pengakuan’ dalam wujud- diselenggarakannya
siaran Mimbar Kepercayaan Kepada -Tuhan 'Yang Maha Esa oleh
TVRI, ‘yang belakangan And tak dltayangkan lagl 8

C 1. Perkawinan Penghayat o LA : '

Perkawinan para penghayat: selama ini berlangsung secara ber-
variasi. Penghayat yang memeluk salah satu agama memilih menikah
berdasarkan agamanya. Mereka yang beragama Islam, misalnya, wa-
laupun-dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan shalat lima
waktu, namun khusus untuk perkawinan ia mengadakan akad nikah
dan ijab kabul secara Islam.:Pencatatan perkawinan penghayat yang
beragama ini bidsanya‘ tak- mengundang ‘masalah, karena dengan
mereka menikah secara  agama otomatis pernikahan dianggap sah
(berdasarkan pasal 2 ayat :(1)-UU.No. .1 Tahun.1974 dan dapat
dicatatkan di KUA atau KCS. Sementara itu Penghayat yang tak ber-
agama menyelenggarakan perkawinannya sesuai dengan tata cara
aliran kepercayaannya. Banyaknya aliran kepercayaan dengan sendiri-

nya menimbulkan aneka tata cara ‘perkawinan, misalnya:® -
1. . Aliran Madraisme, lazim dikenal sebagai Apama Djawa-Sunda
. (ADS). Pendirinya adalah Madrais .asal Kuningan keturunan
sultan-sultan Cirebon. Untuk masalah perkawinan Madrais menu-
angkan -dalam kelima ajarannya::Perkawinar, -kematian,; dan:
sebagainya mempunyai cara sendiri di luar yang biasa dilakikan
- umat Islam. Dasar perkawinan adalah suka samad suka. Péngikut
Madrais dilarang kawin di penghulu dan mereka tidak berkhitan.
.+ Mengenai percerajan tidak-ada-aturannya. Kalau satu sama lain
sudah tidak cocok, mereka berpisah begitu saja. LAt
2. Aliran Agama Suci; Pendirinya bernama Mohammad Sakri ahas
Pak Amat. ]a mengakui adanya/Allah:SWT dan Nabi Muhammad
-+ .SAW, namun Nabi disini-ada dua, yaitu' Nabi Muhammad ‘sebe-
- narnya dan Nabi Muhiammad -Akhir Zaman; yaitu Pak-Amat sen-
diri. Cara perkawinan aliran.ini ‘semula' menggunakan :tata cara:
Islam. Namun mereka tidak menggunakan syahadat, karena
syahadat dianggap khusus Islam Arab (bukan Islam Akhir
Zaman). Cara ini-kemudian:ditinggalkan; dan mereka:memilih

!“Penghayat Menanu Perlindungan®, artikel dalam KOM.PAS 14 Me1 1997 hal. 18

# Bukan Cuma Ada Gumirat Seorang”, artike] dalam Medta Indonema Ml.ngg-u 3 Agustus
1997, hal. 2. N
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156 Hukum dan Pembangunan

cara sendiri dengan' melangsungkan perkawinan di depan pe-

" * mimpin Agama Suci cabang -setempat-dengan disaksikan wali
kedua pengantin, setelah sebelumnya mendaftarkan: diri kepada
Lurah setempat. Untuk menjadi pengantin pria Agama Suci,
haruslah sanggup menyediakan nafkah, rumah, pakauan lengkap,
dan berbagai keperluan hldup lainnya. - -

3. Aliran Buda Wisnu; aliran ini:berkembang-di ]awa Timur pada
tahun 1925. Pemu:npmnya adalah ResiKusumodewo, Perkawinan’
-dalam aliran ini dipimpin langsung oleh sang Resi dengan tata
cara sederhana: Kedua calon pengantin duduk berjajar di bela-
kang resi. Kemudian sang Resi berbalik dan menanyakan apakah
mereka suka sama suka. Setelah mendapat jawaban, ia menanya-
kan lagi mengenai kemampuan keduanya melengkapi sejumlah
syarat perkawinan. Apabila disanggupi, sang Resi mengesah-
kannya dengan membenkan suraf Kawin."

Perkawinan dari penghayat yang -tak. beragama uulah yang
selamaini mengundang masalah. Dengan memilih perkawinan menu-
rut tata cara kepercayaan, berkonsekwensi perkawinan mereka tidak
dicatat di Kantor Catatan Sipil setempat. Di Cigugur - Kuningan,
daerah dimana -aliran. Madraisme berkembang subur, 20 pasangan
penghayat yang telah ‘menikah’ hingga kini perkawinannya tidak
tercatat. Beberapa di antara mereka yang memiliki anak otomatis tak
memiliki akta kelahiran untuk kelahiran-anaknya. Mereka yang
menjadi pegawai negeri walaupun telah ‘merikah’ statusnya tetap

dianggap- bujangan,’ sebab mereka tak dapat menun]ukkan surat
nikahnya.nt , S

C.2. Sl‘atus dan Kedudukan Ahmn Kepercayaan

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia; keberadaan Aliran Keper-
cayaan dijamin dalam article 18 Universal Declaration of Human Rights
yang d11ah1.rkan pada tanggal 10 Desember 1948: . R

Artlcle 18 L il I
Everyone has the. nght to frezdom of thought conscience and reli-
gion; the right includes freedom o change his religion or belief, and

'%Rahnip, Op. cit, ha.l 241 _
”'Penghayal Menanh Perlmdungan op. cit.
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freedom, either alone or in community tith others and.in public or

private, to manifest his rehgron or behef in teachmg, pmct:ce
- worship and obsmmnce S :

Dalam konteks keindonesiaan', berdasarkanI?TAP' MPR No. IV
MPR/ 1978 tentang GBHN dan sesuai instruksi Menteri Agama Neo.
4 tahun 1978: dinyataKan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan
tidak akan dijadikan agama. Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah:
Islam, Katolik;  Kristen/Protestan, Hindu, dan Budha. Kemudian
mengenai-kedudukan aliran kepercayaan ditegaskan oleh. Presiden
Soeharto di depan sidang DPR tanggat 19'Agustus 1978, bahwasanya
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari
kebudayaan Nasional Indonesia: Selanjutnya beliau mengatakan:!2

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang -Maha Esa bukanlah agama dan

juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apa- -

lagi dipertentangkan denigan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati

. .oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya Kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah- ..~

. rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja... Sebagai .. -

- . bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan: penghayatan
kepercayaan terhadap Tuhan.Yang Maha Esa akan diletakkan. .-
dalam Imgkungan Departemeﬂ Pendrdxkan dan Kebudayaan

Berdasarkan pidato Pre31den tersebut dltegaskan bahwa ahran
kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari warisan budaya
Indonesia. Para penghayat kepercayaan dianggap tetap memeluk
salah satu agama'yang diakui'di Indonesia disamping kepercayaan
yang dihayatinya. Surat-Edaran Menteri Agama:No.'B.V1/11215/78
menegaskan bahwa orang beragama/pemeluk againa yang mengikuti
aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh
karena itu tidak ada tata cara “Perkawinan menurut aliran keperca-
yaan” dan “Sumpah menurut aliran kepercayaan”.

' 28aedjito T'okrownsaslro Ped'omnn Peuyel'mggaman Calnmn Slpll (Jakarla Bma Aksara, 1935]
hal. 316.
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158 ' Hulum dan Pembangunan

D. Pencatatan Perkamnan Bagi Golongan Penghayat

Pencatatan perkawman sebagalmana tersurat pada pasal 2 ayat
(2) UU No. 1 Tahun 1974 jo ps. 2-9 PP No. 9 Tahun 1975 dibedakan
atas pencatatan perkawinan untuk kelompok penduduk yang meng-
anut agama Islam dan yang tidak beragama Islam. Untuk-kelompok
yang pertama ini perkawinan dicatatkan di Kantor:Urusan Agama
(KUA) dan untuk yang kedua di Kantor Catatan Sipil (KCS). Kate-
gorisasi ini dibuat sebab secara historis pencatatan nikah untuk
kelompok penduduk yang beragamaIslam dan selain Islamy memang
berbeda. Pencatatan perkawman umat Islam secara historis merujuk
pada ‘UU No. 22 tahun 1946 jo UU -No. 32 tahun. 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi
kelompok . penduduk selain - Islam secara historis merujuk pada
Berbagai ordonansi Catatan Sipil (untuk golongan Erfopa, Cina,
Kristen Indonesia, Perkawinan Campuran) yang bersumber pada
Burgerlijk Wetboek (BW).

Permasalahan timbul ketika pasangan yang menganut aliran
kepercayaan ingin dicatat perkawinannya, karena secara historis dan
yuridis tidak dikenal adanya perkawinan aliran kepercayaan. Sehing-
ga otomatis pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan-pun
tidak dikenal. Memang terdapat peluang ‘pengakuan’ terhadap eksis-
tensi penghayat yaitu pasal 29 ayat 2 UUD 45 dan pasal 2-ayat 1 UU
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada kata-kata:

. Pasal 29 ayat 2 UUD 45
. Negara menjamin kemerﬁekaan t-iap-t:'a‘;.;v p&:ﬁuduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
| Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu

Kasus pasangan penghayat Gugum-Susi yang menjumpaikesulit-
an dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta
Timur adalah klimaks dari kasus-kasus pencatatan perkawinan
penghayat sebelumnya yang selalu bermasalah. Namun berbeda
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dengan pasangan Gugum Susi, ] pasangan penghayat Ais -Nina yang
masiik dalam kelompok Aliran Kebatinéii"‘Per]a!anan di Bandung,
walaupun pada awalnya juga menjumpai‘permasalahan, namun kini
perkawinan mereka telah tercatat di KC5 setentpat.’® Démikian pula
pencatatan perkawinan pasangan penghayat Haryadi-Nina Rustina
berlangsung lancar di KCS Jakarta Timur pada-tahun 1996. Dari
kondisi-kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan
bagi golongan penghayat tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada
banyak masalah di balik pensuwa hukum ini. Masalah—masalah
tersebut antara lam

1. -Inkonsistensi Aparat[Peratumn :

Dalam mensikapi pencatatan perkawman bagi golongan peng-
hayat terjadi dualisme sikap aparat KCS. Ada aparat yang dengan
mudahnya mencatatkan perkawinan penghayat, ada pula yang meno-
lak-untuk mencatatkan. Namiin apabila dirunut ke atas, aparat KCS
tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, sebab mereka merujuk pada
peraturan pemndang—undangan Masalahniyadisini peraturan perun-
dang-undangan mengenai perkawinan -penghayat juga cenderung
mengandung dualisme.'Ada peraturan yang cenderung memperboleh-
kan perkawinan penghayat dic‘atatkan, ada pula yang 'tidak.

Pemturan yang Menunda/MeIarang
Surat Edaran: Menteri Agama No. B: VI/11215/78 menegaskan
" bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) perkawinan'dianggap sah
apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya itu.
- Kata ‘kepercayaan disini ditafsirkan sebagai' ‘kepercayaan
agama’. Penegasan ini tertuhs dalam angka 6 dan’ angka 7 dari

* surat edaran‘ini: - enn

6. Dari ketentuan pasal 2 ayat (10-UU No. 1 Tahun 1974, maka per-
kawinan hanya sah menurut hukum agama, hdak ada perkawman

di luar hukuin agama,
7. Dengan demikian: jelas bahwa um‘uk Warga Negara Republik Indo-
nesia, maka perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan menurut

* syarat-syarat agama (vide pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974) ..

Pencatatan perkaunnan dari mereka ytmg melangsungkan perka-

13"Kami Dxlakdl.rkan]ad: Penghayat”, artikel dalam Medla Indones;a Mmggu 3 Agusrus 1997-
hal.2.
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‘winannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat
sebagaimana dimaksud UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menwrut agama dan kepercayaan-
nya (baca: agama) itu selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan pada Kantor Catatan_Sipil ‘sebagaimana dimaksud
dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perka-
winan (pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975).

-Surat Menag Nomor MA /650/1979; Isi selengkapnya dari Surat

Menag Nomor MA /650/1979 ini adalah sebagai berikut:, -
...~ angka 3 ditegaskan bahwa ... dalam Negara Republik Indonesfa yang
berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya cara-cara perkawinan, sum-
pah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan. tidak dikenal
pula penghayat ‘aliran kepercayaan’ sebagai agama baik dalam Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.

- angka 4 ditegaskan lagi bahwa ... orang beragamalpemeluk agama yang
mengikuti aliran kepercayaan tdaklah kehilangan agama yang dipeluk-
nya. Oleh karena itu pula, tidak ada cara-cara ‘perkawinan menurut
aliran kepercayaan’ dan ‘sumpah menurut aliran kepercayaan’. ... Dari
ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa para penghayat kepercayaan
kepada Tuhan Yang Muaha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya.
Oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama
yang mereka peluk.

Surat Depdagri Nomor 474.2/ 309 / PUOD tertanggal 19 Oktober
1995 tentang Penundaan Pelaksanaan Pencatatan Perkawman
Penghayat. :

Surat DPR RI Nomor, PW 006/ 3249/ DPR—RI/ 1996 (5) Surat
Depdagri Nomor 477/ 2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 (6)
Surat Jaksa Agung Nomor R-849/D.1/6/1983; Ketiga surat ini
isinya tidak mengakui perkawinan penganut aliran kepercayaan,
sebab tak berdasar pada hukum agama. - .

Putusan Hakim Pengadllan Negeri Kebumen tang gal 8'April 1991

‘No. 24/Pdt.P/1991/PN/Kbm. tentang perkara permohonan izin

pelaksanaan perkawinan menurut Kepercayaan penghayatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peguyuban Jawa Sejati (PEJATI)
yang menetapkan menolak pelaksanaan perkawinan menurut
suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan yang Memperbolehkan

Berbeda dengan peraturan-peraturan di atas yang cendemng
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menunda/melarang pencatatan perkawinan penganut aliran keperca-
yaan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi.yang
cenderung mengizinkan pencatatan perkawinan penghayat yaitu: -

1. Yurisprudensi MA No. 2147 /1988;

2.. Yurisprudensi MA No. 1037/K/1994. .

Kedua Yurisrudensi MA ini menegaskan bahwa Kantor Catatan Slp]l

tidak boleh menolak dengan alasan apapun pencatatan snatu perka—
winan (REPUBLIKA, 21 Juli 1997).

2. Penafsiran Kata-kata Agamanya dan Kepercaynannya jtu .

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:
“Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.” Apabila kita berbicara. mengenai
kriteria agama (an sich) seperti apa yang dimaksud dalam pasal .di
atas, maka perdebatan tersebut telah selesai dengan lahirnya Tap MPR
No. IV tahun 1978 yang menyebutkan bahwa agama-agama yang
diakui di Indonesia adalah agama Islam, Kristen (Protestan), Katolik,
Hindu dan Budha. Namun lain halnya apabila kata agama disam-
bungkan dengan kata kepercayaannya itu, maka permasalahannya tidak
lah sesederhana yang dibayangkan.

Berbeda dengan masa-masa sebelum dlierapkannya Undang-un-
dang No. 1 Tahun 1974 dimana tiada ketentuan hukum nasional yang
mengatur sahnya perkawinan (sehingga perkawinan menurut adat
dan perkawinan yang hanya memenuhi perbuatan keperdataan tanpa
melibatkan agama sudah dianggap sah, maka setelah.lahirnya Un-
dang-undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-
nya itu. Sejak kata-kata agama dan kepercayagnnya itu menjadi dasar
dari sahnya perkawinan, sejak itu pula timbul, permasalahan me-
nyangkut pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan. Kan-
tor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil hanya berwenang men-
catat perkawinan yang sah. Apakah perkawinan pengariut aliran ke-
percayaan ataupun perkawinan adat-itu sah? Kuncinya adalah pada
penafsiran pasal 2 ayat (1) tersebut. Karena apabila kata agama dan
kepercayaan pada pasal tersebut berdiri sendiri, maka otomatis per-
kawinan kepercayaan diakui dan sah (dapat dicatatkan), namun apa-
bila kata agama dan kepercayaan pada pasal tersebut dipandang sebagai
satu kesatuan, maka otomatis perkawinan-aliran kepercayaan menjadi
tidak ‘diakui dan tidak sah. (tidak dapat dicatatkan), karena arti
kepercayaan dimasukkan dalam pengertian kepercayaan terhadap agama.
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- Mantan Hakim Agung Bismar Siregar (MEDIA INDONESIA, 3
Agustus'1997) berpendapat bahwa agamanya dan kepercayaannya itu
pada pasal tersebut adalah berdiri sendiri. Dua substansi yang ber-
beda. Kuncinya adalah pada kata ‘dan’. Penafsiran dari segi tata
bahasa, kata sambung ‘dan’ merupakan pemisahan atau penyatuan,
sehingga agama dan kepercayaan menjadi terpisah. Praktisi Hukum
Luhut Pangaribuan berpendapat sama (KOMPAS, Mei 1997) menu-
rutnya karena UU No. 1 Tahun 1974 menjamin keabsahan perkawinan
yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, maka pemerintah
perlu meninjau dan mencabut peraturan di bawah Undang-undang
yang menghalangi warganegara untuk mencatatkan perkawinannya.
Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Tuhan YME, Drs. K
Permadi, SH. berpendapat serupa, menurutnya merujuk padaUU No.
1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila'dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disini agama
dan kepercayaan adalah dua substansi, ]ad1 tak hanya agama saja
(REPUBLIKA, Juli 1997). '

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Prof: Mohammad
Daud Ali, Guru Besar Hukum Islam FH-UI berpendapat bahwa kata
‘kepercayaan’ pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah
‘kepercayaan agama’. Dasarnya adalah kondisi pada saat perumusan
RUU Perkawinan di DPR pada tahun 1973 dimana rumusan Pasal 2
ayat (1) mengundang perdebatan hebat. Setelah dilakukan lobbying
akhirnya disepakati ‘rumusan konsensus’ baliwa kata-kata agamanya
dan kepercayaannya itu dikembalikan pada pasal 29 ayat (2) UUD 45
dengan penyesuaian susunan kalimat. Pasal 29 UUD 45 berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk benbadat menurut agamanya

dan kepercayaannya n‘u '

Untuk memaha:m makna asli yang dlkandung dalam pasal 29
UUD 45, Mohammad' Daud Ali mengajak untuk mengikuti pendapat
mereka yang merumuskan UUD 45 yarng sekaligus menjadi pendiri
Republik ini, yaitu : H: Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Kasman
Smgoduned]o, seperti yang tertulis dalam harian REPUBLIKA:

. Dalam majalah ‘Hikmah (1952) H. Agus Salim menulis karangan
berjudul 'Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setelah menguraikan makna
Ketuhanan YME, H. Agus Salim menyatakan bahwa perkataan
kepercayaan .yang. tercantum dalam:Pasal 29 ayat (20 UUD 45
adalah kepercayaan atai agidah agama. Menurut beliau, “Tidak ada
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- seorangpun _di. antarg :kami - (maksudnya 'yang -merancang dan . - -
... menyusun UUD 45-MDA) yang ragu-ragu bahwa.yang dimaksud- - -
- . adalah aqidah, kepercayaan agama. " Dr. Mohammad Hatta (1974) . -
.. yang ikut merancang, merumuskan dan mensahtkan UUD 45 me-
- nyatakan bahwa arti perkataan kzpemayaan dalam pasal. tersebut .
adalah kepercayaan agama. Kuncinya menurut-Hatta, adalah perka-
taan ‘itw’;yang terdapat-di ujung Pasal 29 ayat (2).-Kata ‘itu’
menurut beliau, menunjuk pada kata agama yang terletak di depan -
kata kepercayaan.tersebut. Dilihat dari sudut pandang penafsiran ,
sistematis, penafsiran proklamator ini sangat logis, karena kata-kata
agamanya dan kepercayaannya itu digandengkan dalam satu kali:
mat dan diletakkan di bawah Bab Agama, Mr. Kaesman Singodi- - . .
.medjo yang ikut -serta menjadi anggota PPK yang. mensahkan-- . -
UUD 45, mengatakan (1974) bakwa makna kepercayaan dolam UU .
Perkawinan tidak bisa lain dari kepercayaan dalam. Imgkungan, .
agama yang dipeluk bangsa Indonesia. _

Selain alasan meru]uk pasal 29 UU'D 45 Professor Mohammad
Daud Ali juga menunjuk pada penjelasan pasal 2 ayat (1) dimana
pada bagian penjelasan tersebut pembentuk Undang-undang meng-
ingatkan bahwa ketentuan perundangsundangan yang telah ada tidak
berlaku lagi jika bertentangan dengan-UU. Perkawinan atau-jika
materinya diatur secara lain dalam UU-. Perkawinan. Hal yang sama
dijumpai dalam pasal 66. Bahkan lebih luas lagl, tidak hanya terbatas
pada ketentuan perundang-undangan.namun juga peraturan lain-yang
mendahului UU No. 1 Tahun1974. Dengan demijkian merujuk pada
penjelasan, ini-hukum perkawinan lain,, termasuk perkawinan -adat
maupun perkawinan-kepercayaan, telah terhapus sejauh materinya
telah diatur dalam UU Perkawinan Nasional ini. Hukum adat dalam
perkawinan tetap diakui, namun tidak dalam artian pengesahan
perkawinan, melainkan.sebagai upacara budaya yang .mengiringi
(mengikuti) perkawinan, .enlah sebelumnya dilakukan pengesahan
perkawinan menurut ukum masing-masingagama dan kepercayaan
(agama) itu. Senada dengan pendapat Prof. Daud Ali; praktisi hukum
M Luthﬁe Hakim - (REPUBLIKA, Juli- 1997); berpendapat bahwa UU
Perkawinan tidak mengesampingkan hukum adat, sebab dalam UU
tersebut dijelaskan bahwa apabila menyangkut masalah.keabsahan
atau syarat-syarat melangsungkan perkawinan, sepenuhnya dikem-
balikan bagaimana hukum agamanya masing-masing mengatur (pasal
22 dan penjelasannya). Sedangkan menyangkut harta benda dalam
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perkawinan ‘diatur berdasarkan hukum agama, hukum~adat, dan
hukum-hukum lainnya (pasal 35 s/d 37 dan penjelasaninya). Mengenai
pasal 29 ayat (2) Luthfie berpendapat pasal'ini adalah -jaminan yang
diberikan UUD. kepada tiap-tiap penduduk adalah untuk-memeluk
agamanya masing-masing, danuntuk beribadat. Tak ada disitujamin-
an untuk memeluk kepercayaannya. Kata-kata menurit agama dan
kepercayaannya itutidaklah berdiri sendiri, melainkan hanya sekedar
penjelasan terhadap kata béribadat yang ada di depannya. Dan'yang
dimaksud beribadat’ dalam ‘pasal“ini adalah ‘melaksanakan ‘atau
mengamalkan: perintah agama yang dipeluk. Oleh - kareria itu kata
kepercayaan pada bunyi pasal dan‘untuk beribadat menurut agama
dan kepercayaannya itu, tidak dapat diartikan lain melainkan sekedar
. mempertegas makna agama pada kata di depannya dalam rangka
ibadat, bukan kepercayaan dalam arti aliran kepercayaan atau keba-
tinan. Selanjutnya Luthfie mengatakanmemaksakan pémahaman
agama dan kepercayaannya sebagai dua hal yang berbeda atdu térpisah,
harus pula disertai pemaksaan pemikiran bahwa (aliran) kepercayaan
telah memiliki seperangkat iukum perkawinan, sehingga dalam kali-
mat d1perpa.n1ang rumusan UU-nya men]adl, “... ‘meniorut hukum
masing-masing agamanya dan hukuth masing-masing kepercayaannya itu.”

Kemudian merujuk pada penjelasan pasal 22 ' UU No. 1 Tahun 1974

dicantumkan secara eksplisit bahwa perkawinan yang tidak meme-

nuhi syarat perkawinan bisa batal maupun tidak- batal, ‘bilamana
menurut ketentuan hukum agamanya masirig-masing tidak merien-
tukanlain. Jelas disini bahwa'yang menjadi rujukan bagi pengadﬂan
adalah hukum agamanya ' masing-masing‘dan bukan ‘selainnya.

Penulis sendiri lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan pada pasal
2ayat (1) UUNo. 1 Tahu.n 1974 adalah kepercayaan (agama) dengan
dasar pemﬂuran -

1. Dari sisi materiil UU No 1 Ta.hun 1974 telah menun;ukkan secara
eksplisit (pada penjelasan pasal 22) dan implisit (pada penjelasan
pasal 2) bahwa sahnya perkawinan: adalah apabﬂa d11akukan
menurut hukum agama; -7 -

2. Interpretasi- Prof. Mohammad Daud’ ‘Ah dldasarkan pada data
historis yang meru]uk pada alam p1k1ran para pembuat Undang-
-unda.ng , 3 ARG

3 - Sahnya perkawman dan- Wewenang KCSv o AT nenr s s

- Berdasarkan pasal 2 ayat'1 UU No:. 1.Tahun:1974’ perkawman

yourT
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adalahi sah apabila dilaksanakan menurut-hukum agamanya: dan ke-
percayaan {agama) nya itu. Dengan demikian pencatatan perkawinan
tidak merupakan syarat dari sahnya perkawinan, terkecuali hukum
agama mengatur demikian. Praktisi hukum Nursyahbani Katjasung-
kana'(Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997) berpendapat bahwa
karena sifat pencatatan perkawinan hanyalah untuk keperluan admi-
nistratif, maka sudah selayaknya KC5 mencatatkan perkawinan terse-
but. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Prof. Dr. Busthanul Arifin,
mantan Ketua Muda'MA dan .Dr. Jchtijanto, dosen FHUI, yang
menyebutkan bahwa walaupun sifat pencatatan perkawinan hanyalah
untuk keperluanadministratif, namun tidak semudah itu mencatatkan
perkawinan.-Memilih.jodoh memang hak asasi manusia; namun Per-
kawinan sendiri adalah perbuatan. hukum, karena yang terlibat tidak
hanya dua pihak. Dan untuk itu ada-peraturan yang mengaturnya.
Perkawinan yang.dapat. dicatat adalah perkawinan yang-sah secara
agama (vide pasal 2 ayat 1. UU No. 1 Tahun 1974), dimana dengan
dicatatnya * perkawinan .maka - perkawinan - tersebut. memperoleh
pengakuan dari negara (berkekuatan- hukum), sedangkan apabila
semua -perkawinan . aliran -‘kepercayaan dicatatkan-maka' akan ada
pengakuan terhadap 245 (hukum) perkawinan aliran kepercayaan, ini
suatu bentuk anarkhi di tengah upaya pemermtah untuk menerapkan
hukum perkawinan nasional:: ¢ - .
. [0
4. Political Will Pemerintah
Di atas kesemua itu ada satu faktor lain yang menghalangi pen-
catatan perkawinan para penghayat yaitu political will dari pemerin-
tah. Secara garis besar political will tersebut adalah:
1. ; Pemerintah Indonesja -menghendaki negara Indonesia menjadi
: 'negara yang:berdasarkan agama-(dengari mierujuk pada sila per-
- tama Pancasila dan pasal 29 UUD 45) tanpa menjadikan satu aga-
.- Inapun sebagai-agama negara, namun,juga bukan bentuk negara
» . sekuler. Ini adalah tafsir mplmlt)berdasarkan pengamatan terha-
/- dap ‘praktek-praktek , kenegaraan selama:ini, terutama: seielah
- : pengalaman buruk dari G 30 S PKIL Kemudian; political will ini
menjiwai Und ang-undang Perkawinan sehingga: UUP merigambil
_sikap bahwa perkawinan:adalah 1katan -Jahir. bathin .antara seo-
-+ Tang pna dan wanita untuk membentuk rumah tangga berdasar-
- - kan Ketuhanan YME (pasall h9) 82 No.:1 Tahun 1974), alias nuansa
. keagamaan sangat. kental' disini.;. _Political . will- pemerintah - di
. -bidang perkawinan ini berbeda secara fundamental dengan asas

Nomor 1 - 3 Tahun XXVIH



166 Hukum dan Pembangunan

. perkawinan di negara-negara Eropa Continental yang cenderung
sekuler, yaitu: memandang perkawman semata- mata sebagau
. perbuatan keperdataan. .-

2. Political will bahwa aliran kepercayaan mem1hk1 dasar agama;
Pemerintah memandang bahwa aliran kepercayaan tidak'inde-
penden, bukan agama baru, berbeda dengan agama namun
memiliki dasar dari agama. Oleh karenanya- ‘pemerintah tidak
mengakm perkawinan aliran kepercayaan, yang diwujudkan de-
ngan tidak mencatatkan perkawinan aliran kepercayaan, kecuali

+ perkawinan tersebut berdasarkan agama-agama yang diakui di

“Indonesia. Pada sisi ini terlihat bahwa pemerintah-Indonesia
menganut sentralisme. hukum, dan cenderung mengabaikan
hukum-hukum -lain yang hidup di masyarakat (living law),
sebab kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak ‘semua aliran
kepercayaan memiliki-'dasar agama, banyak, memang aliran
kepercayaan yang pendirinyaberagamaataupun materi ajarannya
berangkat dari agama tertentu, seperti: Madraisme, Subud, dan
Agama Sucdi; namun ada juga' aliran kepercayaan yang tidak
memiliki dasar agama, namun berdasar kepada nilai-iilai waris-
an budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat,
yang bahkan telah ada sebelum agama-agama samawi datang ke
Indonesia. Contoh terakhir ini adalah: Kaharingan di Kalimantan
dan Pelbegu di Sumatera Utara.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat dlsm'tpu]lcan dan wacana di atas:
(1) Sejak Lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun-1974,
perkawinan- hanya dianggap sah apabila .dilakukan berdasarkan
hukum agama (2) Otomatis jenis perkawinan’ yang lain yang tidak
berdasar pada hukum agama adalah tidak sah'(3) Perkawinan adat
tetap diakui sebatas sifatnya seremonial dan pelengkap dan tidak
otomatis berarti perkawinan.-telah sah di hadapan negara (4) Perka-
winan berdasarkan alirankepercayaan dilarang’ di Indonesia. -

Karena perkawinan yang dianggap sah hanyalah perkawinan
agama, maka KUA dan KCS hanya dapat mencatatkan perkawinan
yang berdasarkan agama. Bagi para penghayat, kenyataan ini cukup
menyulitkan mereka, terutama penghayat.yang -tak -menganut satu
agamapun yang diakui di Indonesia. Status perkawinan mereka
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menjadi tidak jelas di hadapan hizkum negara. .Sepintas lalu timbuil
pertanyaan dari banyak pihak : mengapa pencatatan perkawinan yang
sifatnyaadministratif dan sifatnya tidak ménsahkan perkawinansukar
dilakukan? Ternyata permasalahannya kompleks. Tidak sekedar ma-
salah hukum namun juga masalah politik pemerintahan dan situasi
sosial budaya yang melingkupinya. Pemerintah RI telah mengambil
garis politik untuk memberlakukan Undang-undang Perkawinan se-
cara nasional, yang berarti menutup peluang bagi jenis perkawinan
lain sejauh materinya telah diatur dalam UU No, 1 Tahun 1974. Bagi
penghayat yang sekaligus memeluk salah satu agama yang diakui di
Indonesia tentunya tidak menjadi masalah.-Masalahnya adalah dalam
realitas sosial harus diakui bahwa ada penghayat yang tak menganut
sesuatu agamapun, juga ada penduduk yang menganut agama di luar
agama yang diakui di Indonesia. Bagaimana pencatatan perkawinan
untuk golongan tersebut? Memang keberadaan para penghayat tetap
diakui atas nama hak asasi manusia dan-dijamin dalam GBHN, na-
mun itupun belum cukup, karena yang mereka butuhkan adalah ke-
pastian hukum. Kepastian hukum disini harus diberikan tanpa me-
mandang apakah perkana.n penghayat tersebut sah atau tidak. Un-
tuk mengatasi masalah ini ada beberapa alternatif yang dapat dila-
‘kukan. Pertama adalah meminta Mahkamah Agung untukmengeluar-
kan fatwa yang memperjelas status pencatatan perkawinan para peng-
hayat. Kedua, meminta Pemerintah mengeluarkan peraturan di level
teknis di bawah UU No. 1 tahun 1974 dengan tujuan yang samia;yaitu
memperjelas status pencatatan perkawinan para peng-hayat. Upaya
ini harus segera dilakukan supaya perkawinan penghayat tidak
- menjadi duri dalam daging dalam penegakan hukiim perkawinan di

“negara RI, sehingga setiap warganegara dapat mempe-roleh kepasl:laln
di hadapan hukum .
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